BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

a. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi pada

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora
dengan program/kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Blora Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);



6. Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor
63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora (Berita
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora (Berita Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi

Dan Informatika Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun
2018 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Seksi Media Dalam Dan Luar Ruangan mempunyai tugas:

a.

merencanakan program dan rencana kerja serta rencana
kegiatan pada Seksi Media Dalam Dan Luar Ruangan
berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman
kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana,;
mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan Seksi Media Dalam Dan Luar Ruangan dan
yang terkait dengan bidang tugasnya;
membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan
dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan
kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan
tugas secara benar;
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t.

meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil
kerja yang optimal,

menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Media Dalam Dan Luar
Ruangan sesuai dengan peraturan perundang — undangan dan
petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

mengelola dan memfasilitasi media center, baliho serta banner;
memproses dan melaksanakan publikasi/penyebaran informasi
melalui media informasi;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan komunikasi yang cakupan areanya di wilayah
Daerah;

fasilitasi pembuatan laporan dan berita ke blog info publik;
melaksanakan peliputan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;
melaksanakan penguatan opini kapasitas sumber daya
komunikasi publik;

melaksanakan monitoring dan aspirasi publik;

melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media
komunikasi publik;

melaksanakan fungsi-fungsi kehumasan di Daerah;
melaksanakan pengadaan sarana prasarana komunikasi dan
informasi;

melaksanakan  penilaian dan prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai
ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian
penghargaan dan sanksi;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Media Dalam
Dan Luar Ruangan berdasarkan program kerja agar sesuai
dengan target hasil;

membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Media Dalam Dan
Luar Ruangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Seksi Televisi, Radio, Film Dan Pers mempunyai tugas:

a.

merencanakan program dan rencana kerja serta rencana
kegiatan pada Seksi Televisi, Radio, Film Dan Pers berdasarkan
program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar
pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
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mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan Seksi Televisi, Radio, Film Dan Pers dan
yang terkait dengan bidang tugasnya;

membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan
dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan
kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan
tugas secara benar;

meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil
kerja yang optimal,

menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Televisi, Radio, Film
Dan Pers sesuai dengan peraturan perundang — undangan dan
petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

menyiapkan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan/atau
teknis pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan radio, izin
lokasi pembangunan radio dan stasiun pemancar radio dan
televisi sebagai sarana prasarana komunikasi;

memfasilitasi permohonan izin baru/perpanjangan radio,
televisi, film baik ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi
dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia;

memfasilitasi sensus/pendataan televisi kabel/parabola yang
ada di Daerah;

mengkoordinasikan isi siaran semua radio baik
komunitas/swasta di Daerah;

melaksanakan pembinaaan dan fasilitasi pemantauan radio di
Daerah;

melaksanakan sinergitas antara pemerintah dan media;
memfasilitasi dialog interaktif radio, televisi dan pemutaran film;
melaksanakan sosialisasi penyebarluasan informasi anggaran
pendapatan belanja Daerah/perubahan, laporan pertanggung-
jawaban Bupati dan kepada masyarakat lewat media
cetak/elektronik;

melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda
prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;

melaksanakan manajemen komunikasi krisis;

melaksanakan layanan hubungan media;

melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai
ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian
penghargaan dan sanksi;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Televisi, Radio,
Film Dan Pers berdasarkan program kerja agar sesuai dengan
target hasil;



t.

membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Televisi, Radio,
Film Dan Pers sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Kemitraan Dan Keterbukaan Informasi Publik mempunyai

tugas:

a.

merencanakan program dan rencana Kkerja serta rencana
kegiatan pada Seksi Kemitraan, Dan Keterbukaan Informasi
Publik berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai
pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan
rencana;

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan Seksi Kemitraan Dan Keterbukaan Informasi
Publik dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan
dalam melaksanakan tugas Dberdasarkan jabatan dan
kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan
tugas secara benar;

meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kemitraan, Dan
Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundang - undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan
kajian pimpinan;

menyiapkan dan melayani pemohon informasi publik/pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi baik secara manual
maupun elektronik;

menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelompok
informasi masyarakat dan forum komunikasi media tradisional;
menyiapkan pelaksanaan kegiatan expo kelompok informasi
masyarakat dan forum komunikasi media tradisional;
melaksanakan koordinasi dan mendampingi gugatan informasi
publik di Komisi Informasi;

melaksanakan sosialisasi penyebarluasan informasi hasil-hasil
pembangunan Daerah lewat seni tradisional;

menyiapkan dan memverifikasi pelaksanaan Hari Kebangkitan
Nasional;

menyiapkan pelaksanaan kegiatan pameran/even pembangunan
secara periodik;



m. melaksanakan penyelenggaraan hubungan masyarakat media
dan kemitraan komunikasi;

melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
melaksanakan pelayanan informasi publik;

melaksanakan penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai
ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian

o o

penghargaan dan sanksi;

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kemitraan, Dan
Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan program kerja agar
sesuai dengan target hasil;

s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kemitraan, Dan
Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan hasil pelaksanaan
kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan tugas; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 83

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian |Hukum|Setda Kab. Blora

BONDAN ARSIYANTI , SH,M.Si
NIP. 19760905 199903 2 004




